BERITADAERAH
PROVINSIJAWATENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 106
PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH
NOMOR 106 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN
MEKANISME KERJAPELAYANAN TERPADU BAGI
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
ANAK DIJAWATENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWATENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bagi
korban kekerasan berbasis gender dan anak di Jawa
Tengah, pelaksanaannya perlu dilakukan secara
terpadu oleh instansi dan/atau lembaga terkait
berdasarkan standarisasi operasional prosedur;
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Mengingat :
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U

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Dan
Mekanisme Kerja Pelayanan Terpadu Bagi Korban
Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak di Jawa

Tengah;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3143);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
(Convention On The Elimination Of All Forms Of

Discrimination Against Women) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3277); -

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3835);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang

Pengesahan Konvensi ILO Convention Nomor 182
Concerning The Prohibition and Immediate
Action for Elimination of The Worst Forms
of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182
mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk
Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3941); '

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279),

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

‘Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

. Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4419);
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11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844),

12.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4635),

13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi K egiatan Instansi Vertikal Di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3373);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4604);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4737);

17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Konvensi Hak Anak;

18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi
Seksual Komersial Anak (ESKA);

20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan
(Traficking) Perempuan Dan Anak;

21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomer 7
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/
Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor
7 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa .Tengah Nomor 14);

22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun
. 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan
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Menetapkan

Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor
76);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG
STANDAR OPERASIGNALPROSEDUR DAN
MEKANISME KERJA PELAYANAN
TERPADU BAGI KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK DI JAWA
TENGAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
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* Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Pelayanan Terpadu bagi Korban K ekerasan Berbasis Gender
dan Anak yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu adalah
penyedia layanan bagi korban kekerasan yang dikelola bersama-
sama oleh lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, institusi
kesehatan, kepolisian, kejaksaan, institusi pelayanan hukum,
psikolog, relawan pendamping, pembimbing rohani dan rumah
aman (shelter).

Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya
disingkat KPPA adalah Komisi Perlindungan Perempuan dan
Anak Provinsi Jawa Tengah.

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan

tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari
dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat

10.

11.

12.

13.

14.

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah upaya untuk
meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat
mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan berbasis gender setiap bentuk pembatasan,
pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang
dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk
mengurangi, menghapuskan pengakuan penikmatan penggunaan
hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada
kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan/
pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang
dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak
terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.

Korban adalah orang atau anak yang mengalami kekerasan dan
atau ancaman dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.

Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan melalui jalur
hukum.

Non-Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan di luar
jahur hukum.

Reintegrasi Sosial adalah proses pengembangan budaya kondusif
dalam masyarakat yang mendukung integrasi atau kembali korban
ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Trafiking atau Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
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15.

16.

17.

1)

)
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penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang
tereksploitasi.

Pelayanan pelaporan adalah penerimaan pelaporan yang
dilakukan oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam KPPA,
bagi korban  kekerasan, baik korban datang langsung atau
tidak datang langsung.

Pelayanan rujukan adalah membawa atau mengirimkan korban
kepada lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk
mendapatkan penanganan secara lebih komprehensif.
Pelayanan pasca pemulihan pelayanan yang diberikan kepada
korban kekerasan setelah pemulihan kondisi fisik maupun psikis,
berupa dan atau dapat berupa pemulihan kondisi ekonomi,
pendidikan, dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan korban.

BABII
VISI DAN MISI

Pasgl 2

Visi Pelayanan Terpadu adalah menyediakan layanan terpadu
dan komprehensif yang berpihak kepada korban kekerasan
berbasis gender dan anak.

Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pelayanan Terpadu mempunyai misi :

‘a. memberikan pelayanan pelaporan kasus kekerasan;

b. memberikan pelayanan rujukan; dan
c¢. memberikan pelayanan pasca pemulihan.

BAB II1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Standar Operasional Pelayanan Terpadu

@)

(

)

@

€))

adalah agar penyelenggaraan pelayanaan bagi korban kekerasan
berbasis gender dan anak yang cepat, mudah dan berorientasi
pada pemulihan korban.

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Terpadu adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak secara
sederhana, transparan, akurat dan akuntabel.

BABIV
KELEMBAGAAN PELAYANAN TERPADU

» Pasal 4

Untuk kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam
pelaksanaan pelayanan terpadu, KPPA Provinsi Jawa Tengah
mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait dengan korban
kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Instansi/lembaga penyedia layanan korban kekerasan berbasis
gender dan anak di Kabupaten/kota dapat melakukan rujukan
kasus-kasus kekerasan yang tidak dapat diselesaikan di
Kabupacen/Kota kepada Sekretariat Pelaksana KPPA Provinsi
Jawa Tengah

Anggota KPPA Provinsi Jawa Tengah yang telah menerima
rujukan harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
penanganan kasus kepada Ketua KPPA Provinsi Jawa Tengah
melalui Sekretaris KPPA.
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4 KPPA Pfovinsi Jawa Tengah menyampaikan informasi
pelaksanazn kegiatan pelayanan terpadu kepada masyarakat,

secara periodik.
v BABV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
TERPADU
Pasal 5

Standar Operasional Prosedur pelayanan terpadu bagi korban
kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme pelayanan penerimaan laporan, pelayanan rujukan,
pelayanan pasca pemulihan dan rujukan dari kabupaten/kota bagi
korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II, Lampiran I, Lampiran IV dan Lampiran V
Peraturan Gubemur ini.

BAB VI
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)  Anggota KPPA Provinsi Jawa Tengah harus melaporkan hasil
pelaksanaan kegiatan layanan bagi korban kekerasan berbasis
gender dan anak secara periodik sekurang-kurangnya 6 bulan
sekali kepada Ketua KPPA Provinsi Jawa Tengah melalui

 Sekretaris KPPA Provinsi Jawa Tengah.

(2) Lembaga penyedia layanan korban kekerasan berbasis gender

1000

dan anak di Kabupaten/K ota melaporkan pelaksanaan kegiatan
layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak secara
periodik sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada Ketua
KPPA Provinsi Jawa Tengah melalui Sekretaris KPPA Provinsi
Jawa Tengah.

Pasal 8

(1) KPPA Provinsi Jawa Tengah melaksanakan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan layanan bagi korban kekerasan
berbasis gender dan anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota

meliputi :

a. pelayanan pelaporan kasus kekerasan;
b. pelayanan rujukan; dan

c. pelayanan pasca pemulihan.

(2) Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan
Gubernur ini dibebankan pada :

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

o P

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah;
¢.  Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur daiam Peraturan Gubernur ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua
KPPA Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Agustus 2008
GUBERNUR JAWATENGAH,
ttd
ALIMUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4Agustus 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWATENGAH,
ttd
HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 106
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JENIS PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN WAKTU BIAYA OUT PUT SARANA KOMPETENSI SANKS! TEMPAT
PENYELESAUN PRASARANA TUGAS PETUGAS
2 k] 4 5 [ ] 1 8 9 10 12
a. Pelayanen Pelaporsn Kasus & 1. Datang langsung 1. Korban datang ( sendird 1jam Rp. 0 [1. Data informasi 1. Ruangan yang 1. Pengetahuan : Sesuai dengan Sekpel KPPA
Poncatatan Pelaporan « dentitas korban wakil). kasus. aman & nyaman Peratwan & semua
Kekerasan . - kdontitas poleku 2. Wawanosra dengan check 2. Formullr deta Pecunds yang yang lembaga
- Kakerasan yg dialem! st {dengan parsehjuan 2. Sural Kelerangan kasus besiaku, KBGAKTA bariaku pengada
{kronologl) korban). Korban 3. Buku Induk korban {psleyanan
~ Kebutuhan korban 3. Idantifikasi keaus 4. Form polagoran 2. Sikap : empa¥, untuk
4. identiikast kebiuhan korban 3. Surat Rujukan $. Form rujukan lidak menysiehken porempuan &
5. privacy korban 6. Flie cablnevaiman korban, flekebel, anak korhan
6. Borl informasi hak-hak korban ) 7. Computer, ramah, responsi. kekeragan
7. Mombuat surat rujuksn mesin ik
8. Kunjuigan pada korban 8 Alat kiks kankor 3. Keramplan:
Pendamping,
konseling
2. Tidek datang langaung 1. Pelaporan kasus - |Rp.0 |1. Data informasi 1. Sarana Transportasl 1. Pengetshuan : Sesusi dengan [ Tempat
- ideniitas kotban 2. Konfimasi pelapor kasus 2. Formulie data kasus Poratursn peraturan dimana
« idenitas pelaku 3. Penjangkausnpsnjempuian 2. 3. Form yang - |korban
- Kekerasan yg dialemi korban koban 4. Form Rujuken beraku, KBGSKTA berlaku. berada
{kronologl) 4. Wawencara dengan check
- Kebulihan kocban list (dengan perseiujuen 3. Surat rujukan 2. Skap : empali, kdak
korban) menyaishkan
S. Kdenifkasi kasus Sekshel, ramah,
8. (dentsikasl kebutuhan korban respons
7. Pedindungan privacy korban
8. Beri informasi hak-hak korben 3. Kelrmmplen :
9. Membuat surat rujukan pendamping,
10. Kunjungan pada korban konssling
11. Koordinasi dengen anggota
KPPA dan atau jeringan
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NO JENIS PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN WAKTU BIAYA QuTPUT SARANA KOMPETENS! SANKSI TEMPAT
PENYELESAIAN PRASARANA TUGAS PETUGAS
1 2 3 4 5 ] 7 [] 9 10 12
5 pemantauan proses 9 shelter 3 Ketramphtan :
6 Pelaporan hasil prosea 10 Buku rujkan pendamping,
11 Form nijukan konsefing
12 Buku laporan hasil
b Pelayanan Rujukan
1 Pelayanan media 1. Surat rujukan PPT 1. Korban datanng mendaftar Rawatjalan =2jam  [Rp,0 [1.korban 1. Ruang tunggu 1. mamiiki keahdian di sesusi dengan 1. RSUD
Kab/ota, kepokisian, LSM difoket mendapatkan 2. Ruang periksa bideng keseatan [perturan perundangan Tuguwejo
atau fasiita kesehatan 3. Ruang bermain
lain 2. Korban masuk ke ruang Rawatinap = 4, Bed periksa 2. sensitf gender dan 2. RSUD
pemerikssan sesual kebutuhan/ 5. Permainan anak enak Margono
2. Korban datang langsung sampal kotban 6. Stetoskof Soskarjo
- dalang sendir 3. Melakukan anamnesa dan sembuh / bisa 7. Tensi 3. momiliki empati
pemeriksaan oleh dokter untuk  {pulang 8. Termomaeter 3. RSUD
- didampingi masy atay menemukan bukti-bukt 9. Bedgin 4. saber Moowardt
pendamping korban lain kekerasan bak fisk maupun 10. Emergenoy kit
seksual yang dituangkan delam: 1. Obat-obatan yang 5. Ramah 4. RSID
3. informed consent bentuk rekam madis (tsrmasuk diperiukan termasuk Amino
{persetujuan tndak dan pemeriksaan dalam kasue obat penoegah 8. mampu menjeln Gondo
pemerikeaan madis pemerkosasn) kehambtan untuk hubungan wlomo
lanjutan) 4. Bla diperkikan dilakukan k
pemerikeann penunjang 12. minorest
5. Penegaken diagnosa 13, lamp 7. mampu bekerjasama
6. Penantuan rawat inap atay 14. Form statug
rawat jetn, 15. Form informed 8. bersedia menjadi
7. Pemberian tsrepi dan consant saksi ahl
reheblitnsi medis 6. Laboratorium
8. Pelmyanan selesal & catatan 17. Radiologi
medis didokumentaskan 18. Ambulence
tersendiri darl pasien umum 13. Rawat inap
20. Alat komunkast
21. Kamar operasi
22. ICU
2. Pelayanan Medico Legal 1 Surat psrmintaan visum 1. Setelah surat psrmintaan visum {1 minggu Rp.0 |VER 21 Rekam medis
deri penyidik dalang, dokter pemariksa
membuat visum et repertum 22 Kit Perkosaan
dan atau visum et repertum
psichiatricum, 23 Blanko Visum
2. menerbitkan visum et repertum
dan atay visum ot
3. mendokumentaskan visum
el repartum dan atau visum
et repertum psichiatricum
4. Pengiman/pengambftan hasi
visum el repertum dan atau
visum st psichiatrioum
3. Medis Paikiatrik di RS 1. Datang langsung 1. Kotban datang sendiriwkl 1jam Rp.0 [1.Data dan 1. Ruang amen & nyaman  |1. memilii keshiian di | Sesuai dengan RSJD
- Identitas korban informasi kasus bidang kesehatan peraturan yang Semarang
- Identitas petaku 2. Wawancara dengan cheok koiban 2. Formulie duta kesus o beriaku
- Kronologi kekerasan yg kst (dengan persetujuan 2. Sensitf gender dan
dintami korban) 2. Surat keterangan 3. Buku induk korban anak
korban 3. Memilki smpai
TU BIAYA OUT PUT SARANA KOMPETENSH SANKSI TEMPAT
NoJ JENIS PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN e nm(s U P TUAS PETUGAS
1 7 3 3 5 r 7 [ 9 10 12
- Kebutuhan korban 3 Surat rujukan 4. Form pslaporan 4. Sabar
5. Form rujukan 5. Ramah
6. Fila cabnetalmari 6. Mampi menjalin
7 Komputer,mesin tk hubungan interpersonal
8. Alet tulis kantor 7, mampu bekerja same
8. Mau menjadi saksi
. Rujukan katban 3. Melakukan enamness den 30 menit 1. Surat rujukan dari 1. Ruangan Memilikkeahlian di bidang |Seusal dengan RSJD
i ?‘:‘um rujukan ded pemsriksaan oleh dokter KPPA dan 2. Hotline. kesshatan jwa [peratiran yang
PPT, PPT Kab/kots, LSM paiiatrik, dbantu dokler Pelaporan hasil 3 Teleponvtax ] ibertaku
Kepolisian atau umum dan perawat jaga fujukan ; ch:::l:(m& Sensltif gender dan anak
i X o
faslitas kesshatan lain o ATK Memikki smpat
. 7. Almariffile cabinet
2 !( ::!::mmmmn - . 8. Kendaraan operasional  |Sebar
- Didampingl masy atau 9. Shelter
korban 10. Buku rujukan [Ramah
pendamping o 11. Form rujukan
3. Form daln kasus 12. Buku laporan hasi Mampu menjalin hubungan
intsrpersonal
4. Informed consent
{Pemeriksnan tindaken Mampu bekerja sama
:lnv;‘;:’r'v)umnn med Mau menjadi saks!
3. Pelayanan medis 1. Bila ditsmukan indikasl rawat Rawatjelan=2jam |Rp,0 [1. Korban 1 Ruang tunggu | Memiliki keahlian di bidang
Inap maka dilakukan mendapatkan 2. Ruang periksa {kesehatan jwa
observasi diruangan Rawat inap = sesual pelayanan medis 3. Ruang bermain
kebutuhan/sampal 4. Bed periksa Sensitf gender dan anak
2. Perawat melakukan asuhan korban sembuby/ bisa 5. Permainan anak
keperawatan, meleporkan puiang 6. Statoskop Memiiki smpat
kondisi pasien kepada dokier 7. Tensi metor
8. Tormometar Sabes
3. Bila kondial mental sudah 9. Bedgyn
tenang, diakukan rehabiitasi 10. Emergency kit Ramah
pakososiel cleh social worker 11. Obat-obatan
emergency lermasuk  [Mampu menjaiin hubungan
4. Bila diperiukan perawalan, bat pencegah intorpersonel
social worker bisa melakukan kehamiian untuk
kunjungan rumah kasus perkossan Mampu bekerjasama ma
12. Minorset imenjadi saksi
5. Bla korban belum siep kembail 13. Lamp
* ke rumah, im dapat meminta 14, Form status
bantuan LSM jejaring KPPA 15. Form Informed consent
meiakukan psndampingan 18 Laboratorium
di shelter 47. Radiologl
18. Ambulance
19. Rawat inap
120. At komunkasi
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PENYELESAIAN PRASARANA TUGAS TEMP:
1 2 3 4 5 § 7 3 0 E|1u°ms 2
6. Apsbia korban sudsh siap
kembak ke rumah, maka
didepatkan rawat jalen
7. Bila tdak ditemukan indias!
rawat ihap, pasion dapat
berobat jalan dengan tatap
dilakuken konseling,
pendampingan psikologis,
psikososial oleh SW
1 Medioo legal RSJ 1. Surat permintaan visum 1. Patugas RSJD menerima
dari penyldik korban visum et repertum
mengagandakan dan meneiti
kelengkepan persyaratan
permintaan
2. Seorarg yang diminta visum
datang dan diantarkan poksi
dan disermhkan kepada
petugas RSJD
3. Visum atay keterangan dari
ahil jiwa depat dibuat
fangeung oleh pakiater
4. Apabite dipandang periu, maka
dimintakan rawat inap untuk
observasi .
§. Visum dibuat oleh prikiatsr
Joga atau psiiater konsultan
6. Sefama dalam cbservasi,
orang tersebut idek dberikan
obat-obat psiiatri, bila diketahui
sakit fisk diakukan
pengobatan penysmbuhan
sakitnya
7. Selama dslam observasi,
orang/pasien harus ditunggu
dan diaga oleh pstugas
peminta visum selame 24 jam
soliap harinya.
8. Apabila syarat-syarat di atas
tidak dipenubi, pstugas RSJD
berhak menolak parmintaan
visum. Proses dapat
dilanjutken kembaf apablia
syarat-syarat torpenuhi
MPET MPAT
OUT PUT SARANA KOl ENSI SANKSI TEI
NO| JENIS PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN PEn:IEAfgsle “ BIAYA PRASARANA TS PETUGAS 12
1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10
9. Bila observasi dianggap cukup
korban depat dikembalikan
kepada peminta visum
10. Pengkimanpenyerahan hasit
visum diakukan setsiah
dlagendakan
1. LBHNGO lainnya yg konsen 1. Koben datang lengsung 1. Menglel date korban yg isinya |30 menit Rp.0 |1 Data koban & 1. Formulir data korban 1 Mumal k'h::(h"
' kekerasan berbasis memust identitas korban, kasus 2. Ruang pelayanan dbidang imu hukum
mwm anak 2. Surat rujukan kronolkagi kasus & permintaan 2. Korban hukum {yg rameh anak) 2. berperspektif gender &
i uniuk mendapatkan bantuan mendspatsn 3. Komputer & Phh’ anak .
hukum info hukum 4. Trensportasi 3. menguasal insrumen
penanganan kasus hukum intemational dan
2. Lawyerpendamping korban 2 jam :;m:' "2: :k"nz ?
memsarkan gel P perempuan (hak asasi
3. Bedasarken kesepakatan i Korban manusia), misainya :
dangen korban lewyes/ [mendapatkan —
pendal korban melakukan hask -
el sanksi bagi pelaku Pengadian anak
-UU 23/2002 g
. LITIGAS! sampal Kesepakatan Puh:tlznmn anak
- Membuat surat kuasa 1 - gu 18/2006 “;aknl -
n
- Mendampingi korban di eriindunga
kepolisian, kejeksasn korban
dan pengadéan - UU 2372004 tg
b. NON LITIGASI sampak tercapal Penghapusan kekerasan
- Membuat Surat kuasa kesepakatan “uhz"; m fangga
- Membuat suvet kepada -u g
instansipelaku dalam Tindak pidana
rangka mediasi perdagangan orang
-UU 7HI84 tig
0. Memfasiitasi pertsmuan
antara kotban & pelaku .m.ﬂ CEDAW
dalem rangka mediast pongm —
menentang penyksaan
dan periekuan dan
penghukuman lain yg
ta POLRI 1. Mempunyel keahiian Sesusi peratwan
2. Kepolisian 1. Korban datang iangsung 1. npal 1. Ruang pelayanan Anggo! "
atau M:’:an menyampalken laporan alat bukil yang cukup khusus :::” b:&um&ﬁ gonder & dbidang mu hukum mewyw
ramah 1
2. Surat Rujukan 2. Penykdik membuat surat bukl snak 2. MMWDOM"! berlaku
o ey 2. Komputer & pintar
mmmmnr:: borkple ) 3. menguassl insiument
F 3. Transportasi hukum intermalional
n. panyidik RPK melakuken penanganan dan nasional yg m::ll
penyeidkan dan penykikan perkam mmtk Y perfindungi
(hak ssasi manusia)
. misahnya
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N JENIS PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN WAKTU BIAYA ouTPUT SARANA KOMPETENS! SANKS! T
PENYELESAAN PRASARANA ENPAT
1 2 3 ] 5 5 7 0 TU;?AS PETUGAS
b. Penyidik RPK melekukan rujuken -UU 3997 iy 0 .
rujuken medie, sheler,LBH, Pangadisn snak
LSM, Pengadiian menerbitkan UL 230020 )
“Surat Perintsh Perindungan P
Sementara* Anak
- UU 16/2006 ty
0. Berkoordinasi dengan TIM :m"":"'"" Seke! dan
medis, Pandamping Hukum & -UU 2372004 g
Kejaksaan yang berkeitan orassn
dengan penanganan perkara. Ponghapusan kek
. :Uu;|m7 g
d. Menyerahkan berkas perkam
dan tersangka ke kejaksaan FPomberanisan Thdek
P21).
4) Koordinasi dengan 1. Rujukan deri Kab/kota 1 PPT Kebikota mengiimkan  [Sampei ada putusan  |Rp. ]
Pengadiian Tinggi dieertai dergjan data surat rujuken MM pﬂ'::ll i 0 mada " [uona sena mfhkin W e °
Informasi kasus . Safinan putusen dari I;ﬁm
2. Saknan putusen dar Pengadiian Tingkat | (PN dan bor:k':m i
pengadken tingkat ! (PNPA) PA}
3. Roles Pemyataan Banding b. Reias Pernyataan Banding
4. Surat kuasa dari korban ©. Surat kuasa darl kotban atau
Klien kepada KPPA untuk
mendampingi proses banding
2. KPPA membuat surat kepada
Pengadiian Tinggi bahwa kasua
banding dalem pengawalan
KPPA
3. KPPA memina sudiens!
kepada PT
4. Publikasi kepada publik supaya
kasus tersebut diketahul publik
sebagal pressing kepada
hekim PT
4 Pemulangan korban 1. Ada pelaporan kasus 1. Pelapor datang Sampad korban Rp.0 1. Berita acara 1. Alat komunkasi dem 1. Seaual dengan Tempat
a tafficking ke duerah asal 2. Alat peraturan korban di
2. Adn surat rujukan 2. Proses administrasi 3. Sheler perundang. [jompurt den
2. Korban kembak 4. Form n kasus
3 Membuat surat keterangan ke 5. Form fm. m ™ (P dngsan
peteporan 6. Form berita acara
4. Surat rujukan
S. Bahan acars serah terkma
tujuken
NO{ JENIS PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN WAKTU BIAYA OUT PUT SARANA KOMPETENSI SANKSH TEMPAT
: : PENYELESAN PRASARANA TUGAS PETUGAS
2 3 4 § 8 ? 8 9 10 12
8. Mengkoordinasikan
pemulangan,
7. Sika diperiukan korban dapat
finggal i shelter menunggu
pemutangan.
8. Bevita acara serah lerima
pemidangan.
b Non Traficking 1. Surat kelsrangan 1. Adanya acara serah iarima 1 hart Rp.0 |1. Berita acana 1. Alat ranaportast 1. Sikap netral Sesuai dengan Sekretariat
selesainya knsus untuk mengkondiskan sensh tarima peraturan perundang-  |shalter
pemulangan korban koiban kepada 2. Camera 2. Tidek menyalahkan undangsn yang
keluarga dan menghakimi. berieku
2. Surat rujukan diserinl date 2. Koiban diantar patugas B 3. File koban
perkembangan kasus ~ 2. Korban kembali 3. empatl
Kepada keluarga
3. Surat psmuiusan kontrak 3. Penandatanganan akhir dan dapat men- 4. menerima apa adanya
alas permintann sendiri pelayanan Jalankan fungsi
soskalnyn. 5. Sensitif gender/fanak
8. mampu melaksanekan
\ugas secara
profesional
§. Shotter 1. Surat rujukan 1. Kochan datang ke shelter maksimal t tahun Rp.0 ik F 1. Sikap netral Sesusi dengan Shelter
diantar pendamping |bangan koban keras :
1. Perangkat primer . 2. Tidek menyalahkan undangan yeng
2. Data informasi awal korban 2. Reglstrasl - Sekretariat {Front) dan menghakimi bariaku
- Ruang konseling
3. Berita acera serah ferima 3. Asesement korban - Ruang rawat inap 3, Empati
korban (identifias) -Rueng kedja
- Hotline service 4. menerima apa adanya
. 4. Refeksi dan kierifkas! - Pemenuhan kebut
dasay korban (makan,  {5. Senstiif gendec/anak
5. Jika diperhukan diakuken minum, kebersihan did,
Inlervens] lanjutan pakaian, d¥) 8. mampu melaksanakan
2. Perangkat Sekunder : tugas secara
- Ruang isolasi profesional
- Ruang Makan
- Ruang Poliklink
- Tempat Rekreas! Anak
+Ruang temu bahas
(cc
3. Poralaian Asessment :
- Alat asessment
- File korban
-Kamera
- Komputer
- Paket Bankian
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NOJ JENIS PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN WAKTU BIAYA OUT PUT SARANA KOMPETENS! SANKSI TEMPAT
PENYELESAIAN PRASARANA TUGAS PETUGAS
1 2 3 S ] 7 8 9 10 12
7 Pelayanan pendampingan 1. Surat Rujukan dari kab/kota 1. Korban kekerasan datang 2 minggu Rp.0 |1. Visum et 1. Ruang tunggubaca 1. Skap netral Sesuai dengan KPPA den
Psikososial selslah pemesikaaan medis psikologt [peraturan perundang-  {tempat
2 Surat deri lembaga / 2. Ruang bermain anak 2 Tidak meny dan yang lnyanan
organisasi 2. Assement 2. Korban lebih menghakimi beriaku leinnya
percaya dirl dan 3. Ruang konsultasi
3. Rekomendasi dari dokter / 3. Case Report siap menghadapl 3. Empati
pemarikea korban kehidupan 4. Alat tes peikologi
kekerasan 4. Renoana treatment selanjuinys 4. Menarima epa adanya
5. File
5. Torapi 5. Sensitif gender/anak
6. Komputer
6. Rekomendasi 6. Mampu melaksanaken
tuges secara
professional
8. Pelayanan Pendampingan 1. Surat rujukan dari kab/ota 1. Korban kekerasan datang 2 minggu Rp.0 |1. Korban leblh 1. Skap neiral Sesuai dengan KPPA dan
rohaniwan dengean membawa rujukan percaya dii dan peraturan perundang-  [lempat
2 Surat dari lembaga / siap menghadapi 2. Tidak manyalahkan dan |undangan yang ayanan
2. kehidupan menghekimi beriaku lainnya.
fayanan selanjutnya
2. Korban lebih kuat
keimanannya
kepada Tuhan YME
dan tidak bepikiran
. untuk berbuat
3. Rencana pendampingan buruk untuk dirinya 3. Empall
4. Pendampingan rohani 4. Menerima apa adanya
5. Sensif gender/anak
6. Mampu melaksanakan
tugas secars
profesional
1. Relnteprasi Sosial 1. Surat keterangan bahwa 1. Mengisi form administrasi 1 bulan Rp.0 (1. Suratrekomendast  [1. Mobll 1. Barperspekiif gender Sesual dengan KPPA dan
kotban sudsh sehat bak reintagrasl dan anak peraturan perundang-  {Lembega
dari dokter maupun psikolog 2. Surat rujukan 2. Sepeda motor undangan yang ipanyedia
2. Manyiepkan keluarga korban 2. Empat beriaku pelayanen
2. Surat rujukan dari lsyanan dan lingkungan (iokeh, agama, 3. Betita acara serah (3. Computer/ laptop [foinnya.
tarpadu (LSM, Peksos, RS okoh masyerakat dan pejabat terima 3. Menguasai masalah .
& Kepolisian). dess), 4. Sheter
4. Surat pemyataan 4. Jujur dan sabar
3. Surat ke 3 fenaga dari keluarga 5. Meja, kursi, lomeri
Pemda asal korban pendamping. korban 5. Komunikatf
6. ATK
4. Surat peneri- 4. kotban puiang 5. Kembai ke 6. Mampu heketja dalem
mean ded keluarga korban masyarkat/ 7. Kamera #m
5. Penyerahsn dengan berita ketuarga
acara 7. Berdadikasi terhadap
pekerjaan
8. Mematuhi kods efik &
NOJ JENIS PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN WAKTY BIAYA ouT PUT SARANA KOMPETENS! SANKS! TEMPAT
PRASARANA TUGAS PETUGAS
1 2 3 4 $ i 1 8 9 10 12
memenuhi kelenkiah
dsn peraturen yang
bertaku lainnys.
2 Pomberdaysen Ekonomi 1. Gersadia monghu pelathan |1, Need asaesment (denilkasl [ Tahun Rp.0 1. Daflar Usuisn 1. Tompet usaha 1. Berapakif gender dan  |Sesuai dengan 1 Dinkesos
. Kebutuhan korban) Kkebuluhan anak {peraturan perundang-
2. Surst pemystaan 2. Alat Usahs {undangan yang 2 Disnaker-
kesanggupsn menglkull 2. Dafar usulan kebuluhan 2. Bantuan Modal 2. Empeltl beraku trana
. {usaha uniuk penguaien ) 3. Modal ussha
ekonom) 3. Berjalannys usshe . 3. Menguasai masalah 3 Dinas
Parindus-
3. Pelathan kewirausshaan 4. Jujur dan sabar trian
4. Polathan ieknis sesual 5. Komunikat 4. Yankop
kebuluhan usaha dan UKM
6. Mampu bekerja datam
5. Bantuan model (Ussha m 5. Sekotah/
okanomi produkif Dinss/
7. Berdodikasi terhadap Depag
6. Memulal ussha pekerjaan
7. Pendampingan berkelanjuien 8. Memaiuhi kode eik &
memenuhi kelenkian
perundang-undangan
dan peraluran yang
3. Pendkikan
. Formel
- Reguler 1. Usia Sekolah 1 Mengajukan permohonan 1 bulen iRp. 0 1. Berapeki gender dan Sekolah/
anak Oknas/
2. Siows / poserta didk 2. Koordinasi dengan Diknas den Dopag
Depag 2. Empat
3. Korban berminet sekolah
kombalt 3. Mombuat surat rujukan 3. Menguasal masaiah
Inysnan \epady.
4. Surat rujokan 5. Komunkatf
4. Kemball ke sekolah
6. Mampu bakedja dalam
™
7. Memaushi kode etk &
momenuhi kelsntuan
perundeng-undangan
dan peratumn yang
berku lionys,
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b Non formal

- Program kesetaraan

3
1. Usia 15-44 tahun

2. Melengkapi persyaratan
adminisirasi

1. Ybs fdak berminat uniuk
melanjutkan sekoleh regular

2. Berminat mengikus
pendidiken kesetarsan

3 Repoitazah terakhic

4. Melengkapi persyaratan
administrasi lainya

4
1. Mengejukan psrmohonen

1. Mengajskan permohonen
2. Sural rujukan dari peleyanan
forpadu

3. Koordinasi dengan Diknas
dan Depag

1 bulen

1 bulen

1. Menjadi peseria
Pprogram kezetarasn

2. Mendapat masaish

i)
1. Borspekf gender dan
anak
2. Empetl
3. Menguasal masaieh
4. Jujor dan saber
5. Komunikal
6. Mampu bekerie dalem
m
7. Berdediasi lerhadap
pokerjasn
8. Mematuh! kode stk &
memenubi ketonkian
dan peraturan yang
berlaku lainnya,

1. Berspektf pender dan
enak

2. Empat

3. Menguasai massish

4. Jujur dan sabar

5. Komunikatif

8. Mampu bekerja datam
m

7. Berdedikasi lerhadep
pekerjaan

8. Mematuhi kode otk &
memenuhi kelenkuan

porundang-undangan
dan peraturan yang

beriaky lainnya.

i
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PENYELESAIAN

BIAYA|
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TUGAS

SANKSI
PETUGAS

TEMPAT

2

3

10

 Life skiVpendidikan
ketrampilan

1. Berminat
2. Usia Produkif

3. Melengkapi persyaratan
administratit

4
1. Mnngalull,n permohonan

2. Koordinasi dengen DISNAKER-
TRANS (BLK-BLK), DIKNAS
{PLS), DEPAG & DINKESOS

3 wid § buian

7
1. Tenaga Trampl
2, Siap berusaha
UkM)

1 Berspekif gender dan
anak

2. Empa¥

3 Menguasei maseiah

4. Jujur dan sabar

5 Komunkatf

6. Mampu bekerja dalem
Bm

7. Berdadikasi terhadap

pekerjaan

8. Mematuhi kode etk &
memenutl ketentuan
perundang-undangan
dan peraturan ysng
beriaku lainnya.

DIKNAS,
DINKESOS
& DEPAG

‘GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd

ALIMUFZ




LAMPIRANII

PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH
NOMOR - 106 TAHUN 2008

TANGGAL 4AGUSTUS 2008

MEKANISME PELAYANAN PENERIMAAN LAPORAN
KBG & KPA (KORBAN DATANG LANGSUNG)

KORBAN +/- PENGANTAR

¥ ¥
Sektap KPPA Instansi/Lembaga
I layanan
_
¥ 3
Penanganan Emergency l_
PULANG |

|

L KomﬁngAwﬂ J

|

Rujukan ke Instansi .
lembaga Layanan R

R

[ PULANG |

GUBERNUR JAWATENGAH
.
ALIMUFIZ

1014

LAMPIRANIII

PERATURAN GUBERNURJAWATENGAH
NOMOR 106 TAHUN 2008

TANGGAL 4 AGUSTUS 2008

MEKANISME RUJUKAN DARI KABUPATEN/KOTA

KORBAN DARI KAB/KOTA

Sektap KPPA

7

[ aDmiisRast |

i

r Konseling J

T

Rujukan ke Instansi <> Instansi/Lembaga

lembagaiﬂ'a"a" layanan
PPT Kab / Kota
GUBERNUR JAWATENGAH
ttd
ALIMUFIZ

1015



LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH
NOMOR 106 TAHUN 2008

TANGGAL 4AGUSTUS 2008

MEKANISME PELAYANAN RUJUKAN BAGI KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI

PROVINSI JAWATENGAH
[ KORBAN I
' 1! Ej v
SHELTE_EJ RS POUSI] LBH LEMBAGA LAIN
= @ @ o
UTGGAS‘; u;‘lg:ﬁ
KASUS
SELESA!
+
PELAYANAN
PASCA
PEMULIHAN
DAN
PENANGANAN
HUKUM
GUBERNUR JAWATENGAH
ttd
ALIMUFIZ

1016

LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR - 106 TAHUN 2008

TANGGAL 4AGUSTUS 2008

MEKANISME PELAYANAN PASCA PEMULIHAN

1

PENGUATAN

PENDIDIKAN

k 2

I FORMAL l

. IR
~°~w o
IPILAN

L 2 ¥
PELAYANAN PEMBERDAYAAN
KESEHATAN EKONOMI

WIRA USAHA

Keaksaraan l KESEI’ARAAN] Lurs SKILL/ ] v
: f;l%?‘ i l LMAH—I lssrmmr}—l l"E—“WP'"G‘” R anAN

[ ,
USAHA xs PASAR mﬁi

MANDIRE

GUBERNUR JAWATENGAH
ttd
ALIMUFIZ
1017



